SALINAN

VAT

WALIKOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota

Probolinggo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan

Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



10.

11.

12.

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

4



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 tahun 2012
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2013
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun
2011 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir



Menetapkan :

38.

39.

40.

41.

42.

43.

dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013
tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo
pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian
Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013
tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo
pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit
Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014
Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1.

Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 108.620.970.113,92
b. Dana Perimbangan Rp. 562.732.184.154,00



c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp. 161.468.860.737,70

Jumlah Pendapatan Rp. 832.822.015.005,62
2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai Rp. 409.241.308.269,70
2. Belanja Hibah Rp. 29.873.318.000,00
3. Belanja Bantuan Sosial Rp. 9.016.694.164,00
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/

Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 752.027.864,00
5. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00

Rp. 450.883.348.297,70

b. Belanja Langsung :

1. Belanja Pegawai Rp. 66.032.789.960,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 225.921.435.631,92
3. Belanja Modal Rp. 151.188.508.601,00

Rp. 443.142.734.192,92

Jumlah Belanja Rp. 894.026.082.490,62

Surplus/ (Defisit) Rp. (61.204.067.485,00)

3. Pembiayaan Daerah :

Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 61.204.067.485,00
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SILPA) Rp. 61.204.067.485,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 61.204.067.485,00 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660817 199203 1 016




